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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan
pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis ( Renstra )
yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran
dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target
kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat

Daerah sesuai dengan Tupoksinya.

Sebagai Dokumen resmi Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan
yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana yang termuat dalam Renstra masing-
masing Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi

dan Misi Daerah.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara membuat RKPD yang merupakan
rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan
tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan
katalisator dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi
potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan

masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan

sebagai berikut :
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Persiapan penyusunan;

Penyusunan rancangan awal,
Penyusunan rancangan;

Pelaksanaan Forum Perangkat Darah
Perumusan , dan ;

Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

Utara yang telah disusun ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Padang Lawas
Utara Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah

meliputi seluruh Kketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara bidang perencanaan antara lain :

1

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi RPJPD dan
RPIJMD

, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 20219 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas
Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun
2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;



18 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;

19 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur
kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebagai motor penggerak perekonomian akan terus
didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan melalui peningkatan dan
pengembangan Perdangan dan industril terutama IKM/IRT dalam penciptaan lapangan

usaha dan lapangan kerja yang luas.

b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :
1. Pelaksanaan Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan dan Evaluasi program dan kegiatan ;

3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
B AB | PENDAHULUAN
Bab ini memuat :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 111 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini memuat :

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP
Bab ini memuat :
a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b) Kaidah-kaidah pelaksanaan

c) Rencana Tindak Lanjut



BAB 11

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
Kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang
tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024
didasarkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang
Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

Kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sampai Triwulan 11

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenubhi target kinerja yang
ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama
dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas
berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturam Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efesiensi, dan efektivitas.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 2.1 LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TW 111 2024 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Target RPIMD

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian

Realisasi Kinerja dan

Tingkat Capaian

Kabupaten/kota Realisasi Capaian Target Kinerja dan Kinerja dan i
pada Kinerja RPIJMD Anggaran RKPD Anggaran RKPD Kab:ngtgﬁrggdinMLDawas Realli(sggi”::anaran
Urusan Bidang Indikator Kinerja Tahun 2024- 2024 Tahun Berjalan 2025 Padang Lawas Utarap2024 o Tahgun e RPJMSQ CrTE
Urusan Program 2029 Utara Tahun 2025 eDa rg ha
No Pemerintahan (Outcome)/ | I 1l v aeral
" Penanggung
Daerah dan Kegiatan Jawab
Program/Kegiatan (Output)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
i, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =7+13 1500,00% 16
Persentase
RROGR M Pemenuhan DINAS
PENUNJANG
1 URUSAN Urusan 0 774.146.127 ~ PERINDUSTRIAN
Pemerintah - 1.282.683.500 105 200.982.088 92 406.509.896 = = a7 607.491.984 181.383.026 68.786.012 DAN
PEMERINTAH h
DAERAH Daeral PERDAGANGAN
Kabupaten/kota
Administrasi i‘ém?\?sﬁzg:man
48 g?e“r':hpera"gka‘ Umum Perangkat 8 | 193629.696 | 115 | 145058300 4 26454200 | 26 | 42.331.700 B B 30 | 68785000 | 181.383.026 | 68.786.012 | °/9%% | 87.92%
Daerah
Penyediaan Jumlah Paket
Komponen Kom;lnonen
X Instalasi
131 Ez;[rfilbgenerangan Listrik/Penerangan 1 4.891.400 - - - - - 4.891.400 - 0.00% 0.00%
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket
E:g:?;aga n Peralatan dan
9
132 | perlengkapan E::fg:g;:r?;" 1| 38920998 | 1 | 33919800 . . 16.762.000 . 16.762.000 38.920908 | 16762001 | 0:00% | 43.07%
Kantor Disediakan




Jumlah Paket

133 | Dot Buman Peralatan Rumah 1 4.566.600 000% | 49,45%
e Tangga yang +900- 1 8.056.900 - - 2.258.400 - 2.258.400 4.566.600 2.258.401 il Ao
Tangga . ”
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Bahan Logistik
L34 || ogistik Kantor Kantor yang 1| 24936000 | 5 | 51935000 . 1.995.200 6.447.500 .| 8442700 12689300 | 8442701 | 000% | 66.53%
Disediakan
135 EZ?ZE dig?:akan JB\:‘T;?‘S Eﬁ;ﬁ" 1 29.132.600 0,00% | 2574%
| e enan | dan Penggandaan 132 1 | 14.777.600 - - 7.499.800 - 7.499.800 29.132.600 | 7.499.801 ! '
99 yang Disediakan
" Jumlah Dokumen
gzgggg'g‘gg Bahan | gahan Bacaan
dan Peraturan )
136 E::ﬁ;‘g’:ﬁ ) Perundang- 1| 21000000 | 150 | 16.140.000 B - | 25 | 4.000.000 25 | 4.000.000 21.000025 | 4000100 | 000% | 19.05%
Undan ang Undangan yang
g Disediakan
Jumlah Laporan
et | P
1371 dan Konsultasi Rapat Kootdinasi 2| 70182098 | g | 54032000 4 24459000 | 1 | 5364.000 5 | 29.823.000 70182103 | 20.823008 | O:00% | 42:49%
SKPD
SKPD
Administrasi
Keuangan Predikat Nilai Akip B B
e 23.760.000 100 50 | 11.880.000 11.880.000
. Jumlah Dokumen
el i et
Pelaksanaan tugas | Administrasi 23.760.000 100 50 | 11.880.000 11.880.000
ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
" Terlaksananya
Pemellhar;_xan Pemeliharaan
[B)aran'g1 hF’,""k ) Barang Milik
aerah Penunjang .
14 Uiigen Daerah Penunjang 15 88.212.690 85.968.100 ~ 15 19.565.000 15 19.565.000 _ 100,00% 22,76%

Pemerintahan
Daerah

Urusan
Pemerintah
Daerah




Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,

Jumlah

Biaya Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Operasional atau
141 Pajf_:lk dan Lapangan yang 15 88.212.690 15 85.968.100 ~ 15 19.565.000 15 19.565.000 100,00% 22,76%
Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak
Operasional atau dan Perizinannya
Lapangan
Jumlah Kegiatan
Pengadaan Barang Pengadaan
Milik Daerah Barang Milik
15 Penunjang Urusan Daerah Penunjang 1 10.250.000 ~ ~ ~ ~ . . 0,00% 0,00%
Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan
151 Peralatan dan Mesin Lainnya 1 10.250.000 ~ . _ _ 0,00% 0,00%
Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa ;2"?;2?1"&"%
Penunjang Urusan Pegyediaan Jasa
i )0/
4B E‘Zg‘g,;"‘aha" Penunjang Urusan 25 | 482058741 | 4 | 4 077897100 174527.888 | 1 | 332733.196 2 | so7.261.084 eTH || ABEE
Pemerintahan
Kabupaten/Kota Daerah
" Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa h
1.6.1 Penyediaan Jasa 1 7.500.000 0,00% 51,33%
Surat Menyurat Surat Menyurat 1 7.500.000 1.450.000 - 2.400.000 - 3.850.000
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Komunikasi, o 9
162 | gymber Daya Air Sumber Daya Ar 12 | 27.921791 | 5 | 35597300 4413944 | 1 | 7.267340 1 | 11681284 50,00% | 35,84%
dan Listrik dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
1.6.3 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 446.631.950 100,00% 49,78%
Kantor Kantor yang 1 987.799.800 168.663.944 - 323.065.856 1 491.729.800
Disediakan
Program a DINAS
: Peningkatan
Peningkatan = PERINDUSTRIAN
3 | sarana Distribusi sarana distribusi O || G 26.641.300 . 17 | 4.844.000 17 | 4.844.000 DAN
Perdagangan perdagang PERDAGANGAN




Pembangunan Dan

Terlaksananya
Evaluasi Retribusi
Pasar Dan
Tersedianya Data

Pengelolaan
Sl Sarana Distribusi Ela;sneeMAla;er Ml - 1 2 3 5 10 11
Perdagangan Kebersihan, Dan
Data Base
Pedagang
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Pengelolaan
311 Sarana Distribusi Sarana Distribusi 114.295.175 - - - - - -
Perdagangan Perdagangan
$::':g';:an Terbangunnya
Pengelolg Sarana ;:fna;rgsn SeEw
82 Egﬂ:;:;gan Penjualan Produk 580.046.700 | 47 | 26.641.300 B B 17 | 4.844.000 17 | 4.844.000 oo || e
" Unggulan IKM(
Masyarakat Di "
Wilayah Kerjanya Souvenir Paluta)
" Jumlah Dokumen
E:;ngbégzgﬁ;an Hasil Pembinaan
321 | Pengelola Sarana 32352"3223?:32 580.046.700 | 17 | 26.641.300 17 | 4.844.000 17 | 4844000 100.00% | 18.18%
Distribusi Sarana Distribusi
Perdagangan Perdagangan
Proram Stabilisasi
Harga Barang Peningkatan EIIEN;I\IS\IDUSTRI AN
wan 5
4 Kebutuhan Pokok sarana distribusi 470.962.400 100 550.046.000 60 380.318.000 10 89.964.400 70 470.282.400 70,00% 85,50% DAN
Dan Barang perdagangan PERDAGANGAN
Penting
Peningkatan
Pengawasan Dan
Menjamin Monitoring Untuk
Ketersediaan Menjamin
Barang Kebutuhan Ketersediaan
4,1 Pokok Dan Barang Barang 470.962.400 70,00% 85,50%
Penting Di Tingkat Kebutuhan Pokok 100 550.046.000 60 380.318.000 10 89.964.400 70 470.282.400
Daerah Dan Barang

Kabupaten/Kota

Penting Di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota




Pengendalian

Jumlah Laporan
Pengendalian

Ketersediaan Stok atau
Barang Kebutuhan g:trzrnsgediaan
411 | PokokdanBarang | opyhan pokok 2 | 470962400 | 465 | 550046.000 60 | 380318000 | 10 | 89.964.400 70 | 470282.400 7000% | 8550%
Penting di Tingkat dan Barang
Qgi;adtan Pasar Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakyat
Program
. DINAS
Penggunaan dan Peningkatan
5 Pemasaran sarana distribusi 0 0 1 100.000.000 ~ ~ ~ ~ . . 0,00% 0,00% ;iEINDUSTRIAN
Produk dalam perdagangan e PERDAGANGAN
Negeri
Pelaksanaan
Promosi, Persentase
Pemasaran dan Pelaksanaan
51 Peningkatan Kegiatan 1 0 _ _ _ _ R R 0,00% 0,00%
Penggunaan Pengembangan 1 So00000ch
Produk Dalam Ekspor
Negeri
Pelaksanaan
Promosi
. Jumlah Pelaku
511 giﬂ?ﬁ;ﬁ‘ﬁ;ﬂd” Usaha yang 1 0 0,00% 0,00%
o Penggunaan Difasilitasi dalam 1 100.000.000 - - - ' '
Produk Dalam Pameran Dagang
Negeri
Program q DINAS
. Peningkatan
Standardisasi Dan T PERINDUSTRIAN
® Perlindungan s::gga;;sz:usl 60 | 54197200 | 55 | 5379000 B B - | 20515.000 - 20.515.000 0,00% | 39.93% | pay
Konsumen perdagang PERDAGANGAN
Veroog Legal | Tercasaina
Gidl 5?;;‘5%;”" Tera | papat Melindungi 60 | 54197200 | 55 | 5379000 B B - | 20515.000 - 20.515.000 OEh || e
Pengawasan Ko
pessanaan | Aot ar, At
) " o
611 | Berupa Tera, Tera | Lmbang. dan Alat 60 | 54197200 | 55 | 51.379,000 - - | - | 20515.000 . 20.515.000 000% | 39,93%

Ulan

Perlengkapan
Ditera Ulang




Program Peningkatan DINAS
Perencanaan Dan s PERINDUSTRIAN
8 Pembangunan Sarana distibusi SRS 200 442.864.600 17.964.478 139.354.102 1 | 157318580 10000% | 3552% | pay
Industri percagang PERDAGANGAN
Terciptanya
Penyusunan Dan Produk Unggulan
Evaluasi Rencana Yang Memiliki Ciri
8,1 Pembangunan Khas Daerah Dan 550.787.200 100,00% 35,52%
Industri Peningkatan 442.864.600 17.964.478 139.354.102 1 157.318.580
Kabupaten/Kota Kualitas SDM IKM
Paluta
- Jumlah Dokumen
Kpordln‘asl,_ Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan N "
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pelak
Kebijakan Ke; skanaan
ebijakan ,
811 ;:cheepri:g;gan Percepatan, 550.787.200 442.864.600 17.964.478 139.354.102 1 157.318.580 10000% | 35,52%
Penyebaran dan Pengembangan,
y Penyebaran dan
Perwilayahan :
Industri Perwilayahan
Industri

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan

sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2024 — 2026, yang disajikan pada tabel berikut :

abel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO

Indikator *)

Target
IKK

Target Renstra SKPD

Realisai Tahun Ke

Rasio Capaian pada Tahun
ke




SPM/

Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun | Tahun
standar Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
nasional
Urusan Perdagangan
Kontribusi sektor
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil 11,90 % 12,00 % 12,15 % % % %
dan Sepeda Motor
terhadap PDRB (%)
Jumlah pedagang besar 2 Unit 2 Unit 3 Unit Unit Unit Unit
Jumlah pedagang . . . . . .
menengah 7 Unit 8 Unit 9 Unit Unit Unit Unit
Jumlah pedagang kecil 140 Unit 145 Unit 150 Unit Unit Unit Unit
Urusan Perindustrian
Jumlah industri inti 5 | Industri 7 Industri 7 | Industri Industri Industri Industri
pengolahan khas daerah
Kontribusi sektor
Industri Pengolahan 20,00 % 20,20 % 20,30 % % % %
terhadap PDRB
Pertumbuhan Industri 10,68 % 1173 % 12,77 % % % %
Pengolahan
LPE sektor Industri 1068 % | 1173 % | 1277| % % % %
Kecil Menengah
Jumlah IKM 600 IKM 625 IKM 650 IKM IKM IKM IKM
Tenaga kerja industri 1.200 orang 1.400 Orang | 1.600 orang orang orang orang

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023




2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi,

Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

Utara. Berikut Uraian Tugas Pokok Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Padang Lawas Utara:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di
bidang Perindustrian dan Perdagangan.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi
industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri,
dan pemberdayaan industri;

b. Perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi,
kemetrologian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan
pengendalian barang pokok;

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi
industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri,
dan pemberdayaan industri;

d. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi
kemetrologian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan
pengendalian barang pokok;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan
di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan
perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang
pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya

industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;



g. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
dibidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan
perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok;

h. Pelaksanaan administrasi dinas perindustrian dan perdagangan; dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Perlemahan ekonomi dunia yang terus berlanjut di tahun 2024 diprediksi
akan semakin dalam sepanjang tahun. Pengetatan keuangan, kondisi geopolitik
yang belum stabil, hingga kemajuan teknologi artificial intelligence (Al) yang
menyudutkan pasar tenaga kerja mendorong perekonomian global sulit bangkit di
awal tahun 2024, meskipun inflasi dunia mulai stabil. Meskipun demikian, kondisi
perekonomian Indonesia terpantau masih terkendali. Indeks Keyakinan Konsumen
(IKK — BI) Desember 2023 menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan
periode sebelumnya yaitu 123,8. Hal tersebut dikarenakan Indeks Kondisi Ekonomi
yang meningkat, terutama pada Indeks Pembelian Barang Tahan Lama. Demikian
pula dengan Indeks Kepercayaan Industri bulan Januari ini. Nilai ekspansi IKI
terbesar terjadi pada subsektor industri minuman, industri kulit, barang dari kulit
dan alas kaki, serta industri makanan. Industri makanan dan minuman pada tahun
2024 diprediksi akan tumbuh sebesar 7% (sumber GAPMMI). Selain itu
Kementerian Perindustrian optimis industri pengolahan nonmigas dapat terus
berkembang di tahun 2024 dengan penguatan penggunaan produk dalam negeri
(P3DN) melalui pemanfaatan sertifikasi TKDN, pengendalian impor yang baik,

serta peningkatan ekspor ke negara non-tradisional.

Sehubungan dengan isu-isu strategis ekonomi yang dihadapi dunia usaha
serta pengembangan program pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan
tupoksinya akan melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dan mendukung
penguatan ekonomi khususnya di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Lawas Utara yang selanjutnya mendukung penguatan sektor ekonomi nasional.



Pembinaan industri yang harus ditingkatkat melalui kebijakan dan upaya-upaya
yang dilakukan tidak hanya menjaga sektor industri, tapi juga memperkuat struktur

di sektor industrinya masing-masing.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPIMD Kabupaten
Padang lawas Utara. Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD,dengan arahan kepala daerah
terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD

berdasarkan rancangan awal RKPD.

Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal
RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator Kkinerja, besaran target/tolok ukur, dan
besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan dapat dilihat dari Tabel

berikut ini :



Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU LIS
KEGIATAN Lol IIPIRATTOIR Bl S CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN Ol B SUOIR L Sl i CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.132.221.128,00
URUSAN 5.132.221.128,00 | URUSAN 4.891.587.195,00
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
PILIHAN PILIHAN
URUSAN 4.393.221.128,00 | URUSAN 4.158.460.495,00
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
PROGRAM Nilai AKIP BB Predikat 3.993.221.128,00 | PROGRAM Nilai AKIP BB 3.758.475.595,00
PENUNJANG PENUNJANG Predikat
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Predikat Nilai Akip A Predikat 2.536.477.128,00 | Administrasi Keuangan Predikat Nilai Akip A 2.543.634.995,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Predikat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Jumlah Orang yang Menerima 70 2.325.877.128,00 Kab. Jumlah Orang yang Menerima 70 2.330.394.995,00

Padang Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Padang Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan

Lawas Lawas

Utara, Utara,

Semua Semua

Kecamatan, Kecamatan,

Semua Semua

Kel/Desa Kel/Desa




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN Lol IRIPIRATROIR L S CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN O B SATOIR N St CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 210.600.000,00 Kab. Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 213.240.000,00

Padang Penyediaan Administrasi Padang Penyediaan Administrasi

Lawas Pelaksanaan Tugas ASN Lawas Pelaksanaan Tugas ASN

Utara, Utara,

Semua Semua

Kecamatan, Kecamatan,

Semua Semua

Kel/Desa Kel/Desa
Administrasi Umum Predikat Nilai Akip A Predikat 272.244.000,00 | Administrasi Umum Predikat Nilai Akip A 147.302.100,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Predikat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Jumlah Paket Peralatan dan 6 Paket 41.000.000,00 Kab. Jumlah Paket Peralatan dan 6 11.001.900,00

Padang Perlengkapan Kantor yang Padang Perlengkapan Kantor yang Paket

Lawas Disediakan Lawas Disediakan

Utara, Utara,

Semua Semua

Kecamatan, Kecamatan,

Semua Semua

Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab. Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 6.000.000,00 Kab. Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 0,00

Padang Tangga yang Disediakan Padang Tangga yang Disediakan Paket

Lawas Lawas

Utara, Utara,

Semua Semua

Kecamatan, Kecamatan,

Semua Semua

Kel/Desa Kel/Desa




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 26.000.000,00 Kab. Jumlah Paket Bahan Logistik 3 21.132.000,00
Padang Kantor yang Disediakan Padang Kantor yang Disediakan Paket
Lawas Lawas
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Jumlah Paket Barang Cetakan 3 Paket 21.000.000,00 Kab. Jumlah Paket Barang Cetakan 3 20.524.200,00
Padang dan Penggandaan yang Padang dan Penggandaan yang Paket
Lawas Disediakan Lawas Disediakan
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab. 0 3 Dokumen 21.200.000,00 Kab. 0 3 Dokumen 0,00
Padang Padang
Lawas Lawas
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IRIPIRATROIR L S CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN O B SATOIR N St CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kab. Jumlah Laporan 2 Laporan 157.044.000,00 Kab. Jumlah Laporan 2 Laporan 94.644.000,00
Padang Penyelenggaraan Rapat Padang Penyelenggaraan Rapat
Lawas Koordinasi dan Konsultasi Lawas Koordinasi dan Konsultasi
Utara, SKPD Utara, SKPD
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Predikat Nilai Akip A Predikat 42.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Predikat Nilai Akip A 0,00
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Predikat
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Kab. Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit 21.000.000,00 Kab. Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit 0,00
Padang Disediakan Padang Disediakan
Lawas Lawas
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Jumlah Unit Peralatan dan 10 Unit 21.000.000,00 Kab. Jumlah Unit Peralatan dan 10 Unit 0,00
Padang Mesin Lainnya yang Disediakan Padang Mesin Lainnya yang Disediakan
Lawas Lawas
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Jasa Predikat Nilai Akip A Predikat 1.087.500.000,00 | Penyediaan Jasa Predikat Nilai Akip A 1.001.299.800,00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Predikat
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan 7.500.000,00 Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan 7.500.000,00
Padang Jasa Surat Menyurat Padang Jasa Surat Menyurat
Lawas Lawas
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan 1.080.000.000,00 Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan 993.799.800,00
Padang Jasa Pelayanan Umum Kantor Padang Jasa Pelayanan Umum Kantor
Lawas yang Disediakan Lawas yang Disediakan
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Predikat Nilai Akip A Predikat 55.000.000,00 | Pemeliharaan Barang Predikat Nilai Akip A 66.238.700,00
Milik Daerah Penunjang Predikat

Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
Kab. Jumlah Kendaraan Perorangan 55.000.000,00 Kab. Jumlah Kendaraan Perorangan 66.238.700,00
Padang Dinas atau Kendaraan Dinas Padang Dinas atau Kendaraan Dinas
Lawas Jabatan yang Dipelihara dan Lawas Jabatan yang Dipelihara dan
Utara, dibayarkan Pajaknya Utara, dibayarkan Pajaknya
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terlaksananya lzin 100 % 1.000.000,00 | PROGRAM Terlaksananya lIzin 100 % 0,00
PERIZINAN DAN Pengelolaan Pasar Rakyat, PERIZINAN DAN Pengelolaan Pasar Rakyat,
PENDAFTARAN Pusat Perbelanjaan dan Izin PENDAFTARAN Pusat Perbelanjaan dan 1zin
PERUSAHAAN Usaha Toko Swalayan PERUSAHAAN Usaha Toko Swalayan
Penerbitan Izin Jumlah Rekomendasi Teknis 1 1.000.000,00 | Penerbitan lzin Jumlah Rekomendasi Teknis 1 0,00
Pengelolaan Pasar Yang Dikeluarkan Dokumen Pengelolaan Pasar Yang Dikeluarkan Dokumen
Rakyat, Pusat Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kab. Jumlah Rekomendasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Jumlah Rekomendasi 1 Dokumen 0,00
Padang Pemenuhan Komitmen Padang Pemenuhan Komitmen
Lawas Perolehan Perizinan Pasar Lawas Perolehan Perizinan Pasar
Utara, Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Utara, Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Semua Toko Swalayan Melalui Sistem Semua Toko Swalayan Melalui Sistem
Kecamatan, | Pelayanan Perizinan Berusaha Kecamatan, | Pelayanan Perizinan Berusaha
Semua Terintegrasi Secara Elektronik Semua Terintegrasi Secara Elektronik
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terlaksananya Pelaksanaan 17 Unit 150.000.000,00 | PROGRAM Terlaksananya Pelaksanaan 17 Unit 99.991.300,00
PENINGKATAN Pembangunan dan PENINGKATAN Pembangunan dan
SARANA DISTRIBUSI Pengelolaan Sarana Distribusi SARANADISTRIBUSI Pengelolaan Sarana Distribusi
PERDAGANGAN Perdagangan PERDAGANGAN Perdagangan




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan Terhadap 17 Pasar 150.000.000,00 | Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan Terhadap 17 Pasar 99.991.300,00
Pengelola Sarana Pengelola Sarana Distribusi Pengelola Sarana Pengelola Sarana Distribusi
Distribusi Perdagangan Perdagangan Masyarakat di Distribusi Perdagangan Perdagangan Masyarakat di
Masyarakat di Wilayah Wilayah Kerjanya Masyarakat di Wilayah Wilayah Kerjanya
Kerjanya Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kab. Jumlah Dokumen Hasil 150.000.000,00 Kab. Jumlah Dokumen Hasil 99.991.300,00
Padang Pembinaan dan Pengendalian Padang Pembinaan dan Pengendalian
Lawas kepada Pengelola Sarana Lawas kepada Pengelola Sarana
Utara, Distribusi Perdagangan Utara, Distribusi Perdagangan
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terlaksanaya Kunjungan dan 2 Laporan 147.000.000,00 | PROGRAM Terlaksanaya Kunjungan dan 2 Laporan 199.996.000,00
STABILISASI HARGA Monitoring Menjamin STABILISASI HARGA Monitoring Menjamin
BARANG Ketersediaan Barang BARANG Ketersediaan Barang
KEBUTUHAN POKOK Kebutuhan Pokok dan Barang KEBUTUHAN POKOK Kebutuhan Pokok dan Barang
DAN BARANG Penting Di Tingkat Daerah DAN BARANG Penting Di Tingkat Daerah
PENTING Kabupaten/Kota PENTING Kabupaten/Kota
Menjamin Ketersediaan Persentase Stabilisasi Harga 100 % 147.000.000,00 | Menjamin Ketersediaan Persentase Stabilisasi Harga 100 % 199.996.000,00

Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
Kab. Jumlah Laporan Pengendalian 1 Laporan 147.000.000,00 Kab. Jumlah Laporan Pengendalian 1 Laporan 199.996.000,00
Padang Stok atau Ketersediaan Barang Padang Stok atau Ketersediaan Barang
Lawas Kebutuhan Pokok dan Barang Lawas Kebutuhan Pokok dan Barang
Utara, Penting di Tingkat Agen dan Utara, Penting di Tingkat Agen dan
Semua Pasar Rakyat Semua Pasar Rakyat
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM PERSENTASE 100 Persen 1.000.000,00 | PROGRAM PERSENTASE 100 Persen 0,00
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN EKSPOR PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN EKSPOR
EKSPOR EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Jumlah Penyelenggaraan 1% 1.000.000,00 | Penyelenggaraan Promosi Jumlah Penyelenggaraan 1% 0,00
Dagang Melalui Pameran Promosi Dagang Melalui Dagang Melalui Pameran Promosi Dagang Melalui
Dagang dan Misi Dagang Pameran Dagang dan Misi Dagang dan Misi Dagang Pameran Dagang dan Misi
bagi Produk Ekspor Dagang bagi Produk Ekspor bagi Produk Ekspor Dagang bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat Unggulan yang Terdapat pada 1 Unggulan yang Terdapat Unggulan yang Terdapat pada 1
pada 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Kab. Jumlah Pelaku Usaha yang 1 Pelaku 1.000.000,00 Kab. Jumlah Pelaku Usaha yang 1 Pelaku 0,00
Padang Difasilitasi dalam Misi Dagang Usaha Padang Difasilitasi dalam Misi Dagang Usaha
Lawas Produk Ekspor Unggulan Lawas Produk Ekspor Unggulan
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN HOLGAE] IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
PROGRAM Terlaksananya Pelaksanaan 54  Unit 100.000.000,00 | PROGRAM LAPORAN TERA 35 Laporan 99.997.600,00
STANDARDISASI Metrologi Legal Berupa Tera Uttp STANDARDISASI
DAN tera Ulang dan Pengawasan DAN
PERLINDUNGAN Terlaksananya Pelaksanaan PERLINDUNGAN
KONSUMEN Metrologi Legal Berupa Tera KONSUMEN

tera Ulang dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Jumlah UTTP Kabupaten 54  Unit 100.000.000,00 | Pelaksanaan Metrologi Jumlah UTTP Kabupaten 54 Unit 99.997.600,00
Legal, Berupa Tera, Tera Padang Lawas Utara Uttp Legal, Berupa Tera, Tera Padang Lawas Utara Uttp
Ulang, dan Pengawasan Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Kab. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 54 Unit 100.000.000,00 Kab. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 54 Unit 99.997.600,00
Padang Alat Timbang, dan Alat Padang Alat Timbang, dan Alat
Lawas Perlengkapan Ditera Ulang Lawas Perlengkapan Ditera Ulang
Utara, Utara,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM PERSENTASE 100 Persen 1.000.000,00 | PROGRAM PERSENTASE 100 Persen 0,00
PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PEMASARAN PRODUK PEMASARAN PEMASARAN PRODUK
PRODUK DALAM DALAM NEGERI PRODUK DALAM DALAM NEGERI
NEGERI NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Masyarakat Tau Penggunaan 100 % 1.000.000,00 | Pelaksanaan Promosi, Masyarakat Tau Penggunaan 100 % 0,00

Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri

Pemasaran dan

Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
Kab. Jumlah UMKM yang 1 UMKM 1.000.000,00 Kab. Jumlah UMKM yang 1 UMKM 0,00
Padang memperoleh fasilitasi Promosi Padang memperoleh fasilitasi Promosi
Lawas Penggunaan Produk Dalam Lawas Penggunaan Produk Dalam
Utara, Negeri di Tingkat Utara, Negeri di Tingkat
Semua Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/Kota
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
URUSAN 739.000.000,00 | URUSAN 733.126.700,00
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
PERINDUSTRIAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM Nilai AKIP BB Predikat 39.000.000,00 | PROGRAM Nilai AKIP BB 32.597.300,00
PENUNJANG PENUNJANG Predikat
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Predikat Nilai Akip A Predikat 6.000.000,00 | Administrasi Umum Predikat Nilai Akip A 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Predikat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Jumlah Paket Komponen 3 Paket 6.000.000,00 Kab. Jumlah Paket Komponen 3 Paket 0,00
Padang Instalasi Listrik/Penerangan Padang Instalasi Listrik/Penerangan
Lawas Bangunan Kantor yang Lawas Bangunan Kantor yang
Utara, Disediakan Utara, Disediakan
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Jasa Predikat Nilai Akip A Predikat 33.000.000,00 | Penyediaan Jasa Predikat Nilai Akip A 32.597.300,00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Predikat

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN
PROGRAM / TARGET PAGU PROGRAM / TARGET PAGU PENTING
KEGIATAN ol IOl LN S Rai CAPAIAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN HOIA] IRl [N =5k CAPAIAN INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 7  Lapo 33.000.000,00 Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 6 Laporan 32.597.300,00

Padang Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 8 ran Padang Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Lawas Air dan Listrik yang Disediakan Lawas Air dan Listrik yang Disediakan

Utara, Utara,

Semua Semua

Kecamatan, Kecamatan,

Semua Semua

Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terbinanya IKM Di Kabupaten | 80 IKM 700.000.000,00 | PROGRAM Dokumen RPIK 1 Laporan 700.529.400,00
PERENCANAAN DAN Padang Lawas Utara PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Terciptanya Produk Unggulan 80 IKM 700.000.000,00 | Penyusunan dan Evaluasi - 80 IKM 700.529.400,00
Rencana Pembangunan Yang Memiliki Ciri Khas Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota Daerah dan Peningkatan SDM Industri Kabupaten/Kota

IKM Kabupaten Padang Lawas
Utara

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 700.000.000,00 Kab. Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 700.529.400,00

Padang Koordinasi, Sinkronisasi dan Padang Koordinasi, Sinkronisasi dan

Lawas Pelaksanaan Kebijakan Lawas Pelaksanaan Kebijakan

Utara, Percepatan, Pengembangan, Utara, Percepatan, Pengembangan,

Semua Penyebaran dan Perwilayahan Semua Penyebaran dan Perwilayahan

Kecamatan, | Industri Kecamatan, | Industri

Semua Semua

Kel/Desa Kel/Desa

5.132.221.128,00

4.891.587.195,00




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari
kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan
pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mekanisme usulan masyarakat dari dusun, kelurahan dan kecamatan serta
tingkat kabupaten dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD), dimana dengan SIPD memberikan ruang kewenangan mulai dari tingkat
desa, kecamatan dan OPD sebagai verifikator atau memberikan verifikasi terhadap
usulan dan melakukan input di tiap tingkatan. Di OPD akan dilakukan penyesuaian
dengan anggaran yang diberikan dalam pagu indikasi, kemudian usulan yang
terangkum akan dibahas bersama dalam forum OPD yang selanjutnya akan disusun
Renja final. Renja OPD final inilah yang nantinya disampaikan di Bappeda untuk
dilakukan penyusunan Pra RKPD. keunggulan digunakan SIPD secara online
adalah bahwa setiap tahapan yang berjalan maka tahapan yang lain akan tertutup
dengan sendirinya sehingga tidak ada lagi usulan yang masuk di tengah jalan.
Aplikasi ini memprotek usulan yang sudah disepakati di satu forum tertentu
kemudian ada kewenangan yang diberikan pada masing-masing tingkatan untuk
melakukan verifikasi apakah usulan itu bisa diteruskan atau bisa disetujui atau

ditolak atau dipending.

Dalam Pra Musrenbang tingkat kabupaten, Bappeda akan memfasilitasi diskusi
kegiatan yang disepakati mana yang bisa diangkat sebagai kegiatan tahun yang akan
datang atau mana kegiatan yang dibiayai dari sumber APBD kabupaten. Setelah
dilakukan Musrenbang kabupaten, berbagai usulan akan dipilah kegiatan mana
yang dibiayai APBD kabupaten, yang sumber pembiayaan dari DAK atau APBN
dan mana yang dibiayai dari APBD provinsi. Hal itu akan dibahas pada

Musrenbang Provinsi.



Terkait dengan banyaknya usulan masyarakat yang tidak bisa
diakomodir karena keterbatasan anggaran, diakuinya bahwa masyarakat
mengusulkan hal-hal yang menurut mereka sangat dibutuhkan dan seakan-akan
tidak ada batasan. Dalam aplikas SIPD ada yang memberikan nilai terhadap satu
kegiatan, sehingga ketika hendak merencanakan sesuatu sudah ada besaran nilainya
dan semuanya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Kaitan dengan postur
anggaran, setiap OPD diberikan pagu indikatif untuk menyesuaikan kegiatan
dengan anggaran walaupun uang mengikuti program tetapi kenyataannya bahwa
saat ini belum semua usulan masyarakat yang dibiayai dari DAU. Usulan
masyarakat akan dipilah mana yang prioritas. Prioritas desa tidak sama dengan
prioritas kecamatan. Penentuan prioritas akan dilihat dari prioritas dalam RPJMD.
Usulan-usulan diperhatikan manakala dia merupakan prioritas pembangunan
daerah. Berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas

Utara,



BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional di Bidang Perindustrian.

Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu
pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk
mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam
mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar
ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan
memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, Perencanaan
pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut
RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat
ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga
dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan
penyelenggaraan perindustrian, yaitu :
1) Pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa melalui fasilitasi pemerintah dan
swasta;
2) Redesain road map industrialisasi sejalan dengan trisaksti dan Nawa Cita melalui
penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional;
3) Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa industri;
4) Hilirisasi produk produk pertanian menjadi produk agro industri;
5) Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk - produk industri;
6) Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan
industri dalam negeri;
7) Peningkatan pendidikan dan skill tenaga kerja industri;
8) Fasilitasi terhadap industri dalam negeri;
9) Penurunan impor;
10) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu,industri

intermediate dan industri hilir;



3.1.2. Arah Kebijakan Nasional di Bidang Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk melaksanakan program
pengembangan perdagangan dalam negeri, antara lain pengembangan perdagangan daerah,
memperlancar distribusi bahan pokok, memperbaiki sarana dan prasarana distribusi
perdagangan (pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/pasar tradisional), serta program
perlindungan konsumen, antara lain pemberdayaan dan perlindungan konsumen, serta
peningkatan pengawasan barang beredar. Arah Kebijakan Nasional dibidang perdagangan

antara lain :

1) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;

2) Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hubungan Perdagangan
Internasional;

3) Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;

4) Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk
Nasional,

5) Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);

6) Meningkatkan Perlindungan konsumen;

7) Meningkatkan Efesiensi Sistem Distribusi & Logistik;

8) Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Sesuai dengan Rencana Strategis

3.2.1. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara
sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustriandan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara adalah

“Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih
di bidang Perindustrian dan Perdagangan”
Dengan indikator yang disusun adalah target kinerja dari Nilai AKIP. Indikator tujuan

yang ingin dicapai di Tahun 2025 adalah sebesar 71,47 point.

3.2.2. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Sasaran memberikan fokus pada penyususnan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai.
Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

b) Tersedianya data industri

c) Meningkatnya layanan pasar rakyat

d) Peningkatan Layanan Tera Tera Ulang di Kecamatan

e) Meningkatnya Sektor Industri yang berdaya saing

Sasaran tersebut diatas memiliki indikator yang digunakan mengukur keberhasilan
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan

indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Nilai AKIP

b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

c) Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi

d) Persentase Alat - alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTTP )
yang ditera -tera ulang dalam tahun berjalan

e) Persentase data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kwasan
Industri di Kab/Kota yang masuk dalam SlINas terhadap total populasi

perusahaan Indutri kecil, Menegah dan perusahaan kawasan Industri di kab/kota.

Untuk mengetahui rincian dari masing-masing sasaran dan indikator serta target yang

ingin capai di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026

NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN DEFENISI PENJELASAN FORMULASI TARGET PERANGKAT
INDIKATOR | STRATEGIS KINERJA OPERASIONAL DAERAH
UTAMA 2024 | 2025 | 2026 | PENANGGUNG
JAWAB
1 Mewujudkan | Meningkatkan Poin Niolai evaluasi AKIP 66,47 | 71,47 | 76,47 Dinas
] sistem kualitas Nilai AKIP adalah nilai perwujudan Komponen Sub Komponen Total Perindustrian
|| pemerintahan kinerja dan kewajiban suatu instansi Bobot dan Perdagangan
yang baik pelayanan di pemerintahan untuk Sub Sub Sub
dan bersih di Dinas mempertanggungjawabkan Komponen | Komponen | Komponen
bidang Perindustrian keberhaslan/kegagalan 1 2 3
|| Perindustrian dan pelaksanaan program dan keberadaan | keberadaan | keberadaan
| dan Perdagangan kegiatan yang telah 20% 30% 50% 100%
Perdagangan diamanatkan para Perencanaan 6 9 15 30
pemangku kepentingan kinerja
H dalam rangka mencapai pengukuran 6 9 15 30
misi organisasi secara kinerja
] terukur dengan pelaporan 3 45 75 15
sasaran/target kinerja yang kinerja
N telah ditetapkan melalui Evaluasi 5 75 12,5 25
laporan kinerja instansi Akuntabiliats
pemerinmtah yang disusun Kinerja
secara periodik. Internal
] Nilai 20 30 50 100
Akuntabilitas
Kinerja
2 Poin Indeks kepuasan IKM = Total dari Nilai persepsi per unsur x Nilai pembimbing 83 85 87 Dinas
Indeks Kepuasan masyarakat adalah hasil total unsur yang terisi Perindustrian
Masyarakat dari kegiatan survey dan Perdagangan
(IKM) kepuasan masyarakat
Ipengukuran secara
komferhensif tentang
tingkat kepuasan




masyarakat terhadap
kualitas layanan yang
diberikan oleh
penyelenggara pelayanan
publik

Meningkatnya | Persentase pasar Persen untuk mengetahui 100% | 100% | 100% Dinas
layanan pasar rakyat yang persentase pasar rakyat Perindustrian
rakyat memiliki yang memiliki dan Perdagangan
infrastruktur infrastruktur yang layak
yang layak fungsi
fungsi Jumlah Kebijakan sub sektor yang terkelola x 100 %
Jumlah target Pertahun
Peningkatan Persentase Alat - Persen Untuk mengetahui 100% | 100% | 100% Dinas
Layanan Tera | alat Ukur, Takar, Persentase UTTP yang di Perindustrian
Tera Ulang di Timbang dan tera - Tera ulang Jumlah UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan x 100 dan Perdagangan
Kecamatan Perlengkapannya %
(UTTP) yang Jumlah UTTP Keseruluhan Dikabupaten
ditera -tera ulang
dalam tahun
berjalan
Tersedianya persentase data Persen tersedianya informasi 100% | 100% | 100% Dinas

data industri

Perusahaan
Industri Kecil,
Menengah dan

Perusahaan

Kwasan Industri

di Kab/Kota

yang masuk
dalam SIINas
terhadap total

populasi
perusahaan

Indutri kecil,

Menegah dan

industri secara lengkap

dan terkini

Realisasi x 100%

Perindustrian

dan Perdagangan




perusahaan
kawasan Industri
di kab/kota

Meningkatnya
Sektor
Industri yang
berdaya saing

Persentase IKM

yang
terstandarisasi

Persen

Perbandingan Jumlah
IKM yang sudah memiliki
legalitas usaha (memiliki

izin PIRT, Merk, Halal,
HAKI)

Jumlah IKM yang terstandarisasi x 100 %

Jumlah IKM Keseluruhan Dikabupaten

100%

100%

100%

Dinas
Perindustrian

dan Perdagangan




3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.1
Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

No. Program No. Kegiatan No. Sub Kegiatan
1 Penyediaan Gaji dan
1 Administrasi Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah 2 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
3 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Bahan Logistik
2 Administrasi Umum Kantor_ K
Perangkat Daerah 5 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
PROGRAM PENUNJANG 6 Koordinasi dan Konsultasi
1 URUSAN PEMERINTAHAN SKPD_
DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa 7 F'\’/ng’egr':f” Jasa Surat
8 PTG IV Peny)édiaan Jasa Pelayanan
Pemerintahan Daerah 8
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Penyediaan Jasa
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan, Biaya
4 Urusan Pemerintahan 9 Pemeliharaan, dan Pajak
Daerah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Administrasi Umum Penyediaan Jasa
5 Perangkat Daerah 10 | Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
PROGRAM PENINGKATAN Pembinaan Terhadap Pembinaan dan
SARANA DISTRIBUSI Pengelola Sarana Pengendalian Pengelola
2 PERDAGANGAN 6 Distribusi Perdagangan 11 | Sarana Distribusi
Masyarakat di Wilayah Perdagangan
Kerjanya
PROGRAM STABILISASI Menjamin Ketersediaan Pengendalian Ketersediaan
HARGA BARANG Barang Kebutuhan Pokok Barang Kebutuhan Pokok
3 KEBUTUHAN POKOK DAN 7 dan Barang Penting di 12 | dan Barang Penting di
BARANG PENTING Tingkat Daerah Tingkat Agen dan Pasar
Kabupaten/ Kota Rakyat
PROGRAM STANDARDISASI Pelaksanaan Metrologi Pelaksanaan Metrologi
4 DAN PERLINDUNGAN 8 Legal, Berupa Tera, Tera 13 Legal, Berupa Tera, Tera
KONSUMEN Ulang, dan Pengawasan Ulang
PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan dan Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi,
DAN PEMBANGUNAN Rencana Pembangunan dan Pelaksanaan Kebijakan
5 INDUSTRI 9 Industri Kabupaten/Kota 14 | Percepatan Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara
merencanakan akan melaksanakan sebanyak 8 (Delapan ) Program yang terbagi menjadi 9

(Sembilan) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan.






Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara

RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(IFP:STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN 4.891.587.195,00 5.147.938.624,00
PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN 4.158.460.495,00 4.407.938.624,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN
PROGRAM Nilai AKIP BB 3.758.475.595,00 BB 4.006.938.624,00
PENUNJANG URUSAN Predikat Predikat
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Predikat Nilai Akip A Predikat | 2.543.634.995,00 A 2.540.994.624,00
Perangkat Daerah Predikat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Padang | Jumlah Orang yang Kab. Padang | 70 2.330.394.995,00 | DANA 70 2.330.394.624,00
Lawas Menerima Gaji dan Lawas Orang/bulan TRANSFER Orang/bulan
Utara, Tunjangan ASN Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2025 TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(I;(STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Padang | Jumlah Dokumen Hasil Kab. Padang | 1 Dokumen 213.240.000,00 | DANA 1 Dokumen 210.600.000,00
Lawas Penyediaan Lawas TRANSFER
Utara, Administrasi Utara, UMUM-
Semua Pelaksanaan Tugas ASN | Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa

Administrasi Umum Predikat Nilai Akip A Predikat 147.302.100,00 A 276.444.000,00

Perangkat Daerah Predikat

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Padang | Jumlah Paket Peralatan | Kab. Padang | 6 Paket 11.001.900,00 | DANA 2 42.000.000,00
Lawas dan Perlengkapan Lawas TRANSFER Paket
Utara, Kantor yang Disediakan | Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(I;(STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Padang | Jumlah Paket Peralatan | Kab. Padang | 1 Paket 0,00 | DANA 1 7.000.000,00
Lawas Rumah Tangga yang Lawas TRANSFER Paket
Utara, Disediakan Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Padang | Jumlah Paket Bahan Kab. Padang | 3 Paket 21.132.000,00 | DANA 1 27.000.000,00
Lawas Logistik Kantor yang Lawas TRANSFER Paket
Utara, Disediakan Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Padang | Jumlah Paket Barang Kab. Padang | 3 Paket 20.524.200,00 | DANA 1 22.000.000,00
Lawas Cetakan dan Lawas TRANSFER Paket
Utara, Penggandaan yang Utara, UMUM-
Semua Disediakan Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(ISSTIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Padang | 0 Kab. Padang | 3 Dokumen 0,00 | DANA 1 Dokumen 21.400.000,00
Lawas Lawas TRANSFER
Utara, Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kab. Padang | Jumlah Laporan Kab. Padang | 2 Laporan 94.644.000,00 | DANA 2 Laporan 157.044.000,00
Lawas Penyelenggaraan Rapat | Lawas TRANSFER
Utara, Koordinasi dan Utara, UMUM-
Semua Konsultasi SKPD Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Predikat Nilai Akip A Predikat 0,00 A 42.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan Predikat
Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2025 TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(IFP:STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Padang | Jumlah Paket Mebel Kab. Padang | 5 Unit 0,00 | DANA 5 Unit 21.000.000,00
Lawas yang Disediakan Lawas TRANSFER
Utara, Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Padang | Jumlah Unit Peralatan Kab. Padang | 10 Unit 0,00 | DANA 10 Unit 21.000.000,00
Lawas dan Mesin Lainnyayang | Lawas TRANSFER
Utara, Disediakan Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Jasa Predikat Nilai Akip A Predikat | 1.001.299.800,00 A 1.087.500.000,00
Penunjang Urusan Predikat
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(IFP:STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Padang | Jumlah Laporan Kab. Padang | 3 Laporan 7.500.000,00 | DANA 1 Laporan 7.500.000,00
Lawas Penyediaan Jasa Surat Lawas TRANSFER
Utara, Menyurat Utara, UMUM-
Semua Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab. Padang | Jumlah Laporan Kab. Padang | 3 Laporan 993.799.800,00 | DANA 1 Laporan 1.080.000.000,00
Lawas Penyediaan Jasa Lawas TRANSFER
Utara, Pelayanan Umum Utara, UMUM-
Semua Kantor yang Disediakan | Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Predikat Nilai Akip A Predikat 66.238.700,00 A 60.000.000,00
Milik Daerah Penunjang Predikat
Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(I;STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Padang | Jumlah Kendaraan Kab. Padang 66.238.700,00 | DANA 60.000.000,00
Lawas Perorangan Dinas atau Lawas TRANSFER
Utara, Kendaraan Dinas Utara, UMUM-
Semua Jabatan yang Semua DANA
Kecamatan, Dipelihara dan Kecamatan, ALOKASI
Semua dibayarkan Pajaknya Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terlaksananya Izin 100 % 0,00 100 % 1.000.000,00
PERIZINAN DAN Pengelolaan Pasar
PENDAFTARAN Rakyat, Pusat
PERUSAHAAN Perbelanjaan dan Izin
Usaha Toko Swalayan
Penerbitan Izin Jumlah Rekomendasi 1 0,00 1 1.000.000,00
Pengelolaan Pasar Rakyat, Teknis Yang Dokumen Dokumen
Pusat Perbelanjaan, dan Dikeluarkan
1zin Usaha Toko
Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kab. Padang | Jumlah Rekomendasi Kab. Padang | 1 Dokumen 0,00 | DANA 1 Dokumen 1.000.000,00
Lawas Pemenuhan Komitmen Lawas TRANSFER
Utara, Perolehan Perizinan Utara, UMUM-
Semua Pasar Rakyat, Pusat Semua DANA
Kecamatan, Perbelanjaan, dan Toko | Kecamatan, ALOKASI
Semua Swalayan Melalui Semua UMUM
Kel/Desa Sistem Pelayanan Kel/Desa

Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(I;(STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM Terlaksananya 17 Unit 99.991.300,00 17 Unit 150.000.000,00
PENINGKATAN Pelaksanaan
SARANA DISTRIBUSI Pembangunan dan
PERDAGANGAN Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan 17 Pasar 99.991.300,00 17 Pasar 150.000.000,00
Pengelola Sarana Terhadap Pengelola
Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi
Masyarakat di Wilayah Perdagangan
Kerjanya Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kab. Padang | Jumlah Dokumen Hasil Kab. Padang 99.991.300,00 | DANA 150.000.000,00
Lawas Pembinaan dan Lawas TRANSFER
Utara, Pengendalian kepada Utara, UMUM-
Semua Pengelola Sarana Semua DANA
Kecamatan, Distribusi Perdagangan | Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terlaksanaya 2 Laporan 199.996.000,00 2 Laporan 147.000.000,00
STABILISASI HARGA Kunjungan dan
BARANG Monitoring Menjamin
KEBUTUHAN POKOK Ketersediaan Barang
DAN BARANG Kebutuhan Pokok dan
PENTING Barang Penting Di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(IFP:STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menjamin Ketersediaan Persentase Stabilisasi 100 % 199.996.000,00 100 % 147.000.000,00
Barang Kebutuhan Pokok Harga Barang
dan Barang Penting di Kebutuhan Pokok dan
Tingkat Daerah Barang Penting
Kabupaten/ Kota
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kab. Padang | Jumlah Laporan Kab. Padang | 1 Laporan 199.996.000,00 | DANA 1 Laporan 147.000.000,00
Lawas Pengendalian Stok atau Lawas TRANSFER
Utara, Ketersediaan Barang Utara, UMUM-
Semua Kebutuhan Pokok dan Semua DANA
Kecamatan, Barang Penting di Kecamatan, ALOKASI
Semua Tingkat Agen dan Pasar | Semua UMUM
Kel/Desa Rakyat Kel/Desa
PROGRAM PERSENTASE 100 Persen 0,00 100 Persen 2.000.000,00
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
EKSPOR EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Jumlah 1% 0,00 1% 2.000.000,00

Dagang Melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat
pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Promosi Dagang
Melalui Pameran
Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
Terdapat pada 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(IFP:STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Kab. Padang | Jumlah Pelaku Usaha Kab. Padang | 1 Pelaku 0,00 | DANA 1 Pelaku 2.000.000,00
Lawas yang Difasilitasi dalam Lawas Usaha TRANSFER Usaha
Utara, Misi Dagang Produk Utara, UMUM-
Semua Ekspor Unggulan Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terlaksananya 54  Unit 99.997.600,00 35 Laporan 100.000.000,00
STANDARDISASI DAN Pelaksanaan Metrologi Uttp
PERLINDUNGAN Legal Berupa Tera tera
KONSUMEN Ulang dan Pengawasan
Terlaksananya
Pelaksanaan Metrologi
Legal Berupa Tera tera
Ulang dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Jumlah UTTP 54  Unit 99.997.600,00 54  Unit 100.000.000,00
Legal, Berupa Tera, Tera Kabupaten Padang Uttp Uttp

Ulang, dan Pengawasan

Lawas Utara

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(I;(STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Padang | Jumlah Alat Ukur, Alat Kab. Padang | 54 Unit 99.997.600,00 | DANA 54 Unit 100.000.000,00
Lawas Takar, Alat Timbang, Lawas TRANSFER
Utara, dan Alat Perlengkapan Utara, UMUM-
Semua Ditera Ulang Semua DANA
Kecamatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM PERSENTASE 100 Persen 0,00 100 Persen 1.000.000,00
PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PEMASARAN
PRODUK DALAM PRODUK DALAM
NEGERI NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Masyarakat Tau 100 % 0,00 100 % 1.000.000,00
Pemasaran dan Penggunaan Produk
Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri
Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Kab. Padang | Jumlah UMKM yang Kab. Padang | 1 UMKM 0,00 | DANA 1 UMKM 1.000.000,00
Lawas memperoleh fasilitasi Lawas TRANSFER
Utara, Promosi Penggunaan Utara, UMUM-
Semua Produk Dalam Negeri di | Semua DANA
Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota | Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(I;(STIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN 733.126.700,00 740.000.000,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
PROGRAM Nilai AKIP BB 32.597.300,00 BB 40.000.000,00
PENUNJANG URUSAN Predikat Predikat
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Predikat Nilai Akip A Predikat 0,00 A 6.000.000,00
Perangkat Daerah Predikat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Padang | Jumlah Paket Kab. Padang | 3 Paket 0,00 | DANA 1 Paket 6.000.000,00
Lawas Komponen Instalasi Lawas TRANSFER
Utara, Listrik/Penerangan Utara, UMUM-
Semua Bangunan Kantor yang Semua DANA
Kecamatan, Disediakan Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
Penyediaan Jasa Predikat Nilai Akip A Predikat 32.597.300,00 A 34.000.000,00
Penunjang Urusan Predikat
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




RENCANA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026
PROGRAM / LOKASI SUMBER CATATAN
KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU DANA PENTING
KINERJA LOKASI CAPAIAN IND(ISSTIF TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Padang | Jumlah Laporan Kab. Padang | 6 Laporan 32.597.300,00 | DANA 2 Laporan 34.000.000,00
Lawas Penyediaan Jasa Lawas TRANSFER
Utara, Komunikasi, Sumber Utara, UMUM-
Semua Daya Air dan Listrik Semua DANA
Kecamatan, yang Disediakan Kecamatan, ALOKASI
Semua Semua UMUM
Kel/Desa Kel/Desa
PROGRAM Terbinanya IKM Di 80 IKM 700.529.400,00 1 Laporan 700.000.000,00
PERENCANAAN DAN Kabupaten Padang
PEMBANGUNAN Lawas Utara
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Terciptanya Produk 80 IKM 700.529.400,00 80 IKM 700.000.000,00
Rencana Pembangunan Unggulan Yang
Industri Kabupaten/Kota Memiliki Ciri Khas
Daerah dan
Peningkatan SDM IKM
Kabupaten Padang
Lawas Utara
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Kab. Padang | Jumlah Dokumen Hasil Kab. Padang | 0 Dokumen 700.529.400,00 | DANA 0 Dokumen 700.000.000,00
Lawas Koordinasi, Lawas TRANSFER
Utara, Sinkronisasi dan Utara, UMUM-
Semua Pelaksanaan Kebijakan Semua DANA
Kecamatan, Percepatan, Kecamatan, ALOKASI
Semua Pengembangan, Semua UMUM
Kel/Desa Penyebaran dan Kel/Desa

Perwilayahan Industri




PROGRAM /
KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2025

INDIKATOR
KINERJA

LOKASI

TARGET
CAPAIAN

PAGU
INDIKATIF

(Rp)

SUMBER
DANA

CATATAN
PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

3

5

6

10

4.891.587.195,00

5.147.938.624,00




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembengunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan adanya Rencana Kerja dan Pendanaan OPD. Maka dengan ini Rencana Kerja
dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat
pada tabel 4.1.

Pada Tabel tersebut di tahun 2025 yang akan datang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Padang Lawas Utara merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program yang
didukung oleh 14 (Empat Belas ) kegiatan dengan rincian yaitu : 1 (Satu) Program dan 10 kegiatan
rutin dan 4 (empat) Program dan 4 (Empat) kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara . Adapun rincian program dan kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

e. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri



Tabel 4.1

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) sumber
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD zpce);;bahan Dana
1 3 4 8 9 10 11 12 14
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.891.587.195,00 | 5.490.791.609,00 | 5.332.170.940,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.891.587.195,00 | 5.490.791.609,00 | 5.332.170.940,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.158.460.495,00 | 4.790.262.209,00 | 4.459.187.340,00
1 PROGRAM PERIZINAN DAN Terlaksananya lzin 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00
PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pengelolaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan dan
Izin Usaha Toko Swalayan
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Jumlah Rekomendasi 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 0,00 0,00
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin | Teknis Yang Dikeluarkan
Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Rekomendasi 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi
Pemenuhan Komitmen Umum
Perolehan Perizinan Pasar (DAU)
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terlaksananya - 17 Unit 99.991.300,00 99.991.300,00 176.641.300,00

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pelaksanaan

Pembangunan dan




Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Pembinaan
Terhadap Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat
di Wilayah Kerjanya
Persentase Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

100 %
17 Pasar

0,00

0,00

0,00

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Sarana Distribusi
Perdagangan

1 Unit

0,00

0,00

150.000.000,00

Dana Alokasi
Umum
(DAU)

Pembinaan Terhadap Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Jumlah Pembinaan
Terhadap Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat
di Wilayah Kerjanya

17 Pasar

17 Pasar

99.991.300,00

99.991.300,00

99.991.300,00

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan
Pengendalian kepada
Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan

17
Dokumen

17
Dokumen

99.991.300,00

99.991.300,00

26.641.300,00

Dana Alokasi
Umum
(DAU)

PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

Terlaksanaya Kunjungan
dan Monitoring Menjamin
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

2 Laporan

2 Laporan

199.996.000,00

599.996.000,00

550.046.000,00




Menjamin Ketersediaan Barang 199.996.000,00 599.996.000,00 599.996.000,00
Kebutuhan Pokok dan Barang Persentase Stabilisasi 100 % 100 %
Penting di Tingkat Daerah Harga Barang Kebutuhan
Kabupaten/ Kota Pokok dan Barang Penting
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Jumlah Laporan 100 Laporan | 100 Laporan | 199.996.000,00 599.996.000,00 550.046.000,00 Dana Alokasi
Pengendalian Stok atau Umum
Ketersediaan Barang (DAU)
Kebutuhan Pokok dan Insentif
Barang Penting di Tingkat Fiskal Untuk
Agen dan Pasar Rakyat Penghargaan
Kinerja
Tahun
Sebelumnya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSENTASE 100 Persen | 100 Persen | 0,00 0,00 0,00
EKSPOR PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang 0,00 0,00 0,00
Melalui Pameran Dagang dan Misi Jumlah Penyelenggaraan 1% 1%
Dagang bagi Produk Ekspor Promosi Dagang Melalui
Unggulan yang Terdapat pada 1 Pameran Dagang dan Misi
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
Terdapat pada 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Jumlah Pelaku Usaha yang | 150 Pelaku 150 Pelaku 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi
Difasilitasi dalam Misi Usaha Usaha Umum
Dagang Produk Ekspor (DAU)
Unggulan
PROGRAM STANDARDISASI DAN LAPORAN TERA 35 Laporan 35 Laporan 99.997.600,00 99.997.600,00 51.379.000,00

PERLINDUNGAN KONSUMEN




Pelaksanaan Metrologi Legal, 99.997.600,00 99.997.600,00 99.997.600,00

Berupa Tera, Tera Ulang, dan Jumlah UTTP Kabupaten 52 Unit Uttp | 52 Unit Uttp

Pengawasan Padang Lawas Utara

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah Alat Ukur, Alat 50 Unit 50 Unit 99.997.600,00 99.997.600,00 51.379.000,00 Dana Alokasi
Takar, Alat Timbang, dan Umum
Alat Perlengkapan Ditera (DAU)
Ulang

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PERSENTASE 100 Persen | 100 Persen | 0,00 199.999.800,00 100.000.000,00

PEMASARAN PRODUK DALAM PENGGUNAAN DAN

NEGERI PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Masyarakat Tau 100 % 100 % 0,00 199.999.800,00 199.999.800,00

dan Peningkatan Penggunaan Penggunaan Produk

Produk Dalam Negeri Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang 150 UMKM | 150 UMKM | 0,00 199.999.800,00 100.000.000,00 Dana Alokasi
memperoleh fasilitasi Umum
Promosi Penggunaan (DAU)
Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai AKIP BB Predikat | BB Predikat | 3.791.072.895,00 | 3.790.277.509,00 | 3.581.121.040,00

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat | 2.543.634.995,00 | 2.542.586.209,00 | 2.542.586.209,00

Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 50 50 2.330.394.995,00 | 2.329.826.209,00 | 2.211.957.540,00 | Dana Alokasi
Menerima Gaji dan Orang/bulan | Orang/bulan Umum
Tunjangan ASN (DAU)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN




Jumlah Dokumen Hasil 100 100 213.240.000,00 212.760.000,00 23.760.000,00 Dana Alokasi
Penyediaan Administrasi Dokumen Dokumen Umum
Pelaksanaan Tugas ASN (DAU)
Administrasi Umum Perangkat Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat | 147.302.100,00 141.555.500,00 141.555.500,00
Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 11.001.900,00 11.001.900,00 30.919.800,00 Dana Alokasi
dan Perlengkapan Kantor Umum
yang Disediakan (DAU)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 8.056.900,00 Dana Alokasi
Rumah Tangga yang Umum
Disediakan (DAU)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan 1 Paket 1 Paket 21.132.000,00 21.132.000,00 21.132.000,00 Dana Alokasi
Logistik Kantor yang Umum
Disediakan (DAU)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket 20.524.200,00 14.777.600,00 14.777.600,00 Dana Alokasi
Cetakan dan Penggandaan Umum
yang Disediakan (DAU)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan 1000 1000 0,00 0,00 16.140.000,00 Dana Alokasi
Bacaan dan Peraturan Umum
Perundang-Undangan (DAU)
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 8 Laporan 8 Laporan 94.644.000,00 94.644.000,00 54.032.000,00 Dana Alokasi
Penyelenggaraan Rapat Umum
Koordinasi dan Konsultasi (DAU)

SKPD




Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat
Daerah
Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang | 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi
Disediakan Umum
(DAU)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan | 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi
Mesin Lainnya yang Umum
Disediakan (DAU)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.033.897.100,00 | 1.039.897.100,00 | 1.039.897.100,00
Pemerintahan Daerah Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 -
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Laporan - 1 Laporan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Alokasi
Penyediaan Jasa Surat Umum
Menyurat (DAU)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan - 2 Laporan 0,00 32.597.300,00 32.597.300,00 Dana Alokasi
Penyediaan Jasa Umum
Komunikasi, Sumber Daya (DAU)
Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 993.799.800,00 0,00 0,00 -

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan




Jumlah Laporan - 1 Laporan 0,00 999.799.800,00 987.799.800,00 Dana Alokasi
Penyediaan Jasa Umum
Pelayanan Umum Kantor (DAU)
yang Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 66.238.700,00 66.238.700,00 66.238.700,00

Penunjang Urusan Pemerintahan Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat

Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 15 Unit 15 Unit 66.238.700,00 66.238.700,00 172.448.100,00 Dana Alokasi
Perorangan Dinas atau Umum
Kendaraan Dinas Jabatan (DAU)
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 733.126.700,00 700.529.400,00 872.983.600,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai AKIP BB Predikat | BB Predikat | 3.791.072.895,00 | 3.790.277.509,00 | 3.581.121.040,00

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat | 147.302.100,00 141.555.500,00 141.555.500,00

Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi
Instalasi Umum
Listrik/Penerangan (DAU)
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.033.897.100,00 | 1.039.897.100,00 | 1.039.897.100,00

Pemerintahan Daerah Predikat Nilai Akip BB Predikat | BB Predikat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 32.597.300,00 0,00 0,00 -

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya




Air dan Listrik yang
Disediakan

PROGRAM PERENCANAAN DAN Dokumen RPIK 1 Laporan 1 Laporan 700.529.400,00 700.529.400,00 872.983.600,00
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Terciptanya Produk - 80 IKM 700.529.400,00 700.529.400,00 700.529.400,00

Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

Unggulan Yang Memiliki
Ciri Khas Daerah dan
Peningkatan SDM IKM
Kabupaten Padang Lawas
Utara

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pe

ngembangan, Penyebaran dan

Perwilayahan Industri

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan,
Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

1 Dokumen

1 Dokumen

700.529.400,00

700.529.400,00

872.983.600,00

Dana Alokasi
Umum
(DAU)

4.891.587.195,00

5.490.791.609,00

5.332.170.940,00




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen
perencanaan pembangunan selama periode satu tahun, dengan melalui tahapan penyusunan

rancangan awal Renja sampai terselesaikannya .

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra
Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana
Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, disusun lebih rinci agar
mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap
program dan kegiatan yang direncanakan sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa

menyesuaikan.

Rancangan Renja ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan
pedoman dan peraturan yang berlaku. Dan diharapkan dokumen perencanaan ini dapat
tertampung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai tindak lanjutnya dengan

besaran pagu indikatif yang telah direncanakan.

Dibuat di : Gunungtua
Tanggal 28 Juli 2025
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kabupaten Padang Lawas Utara

-

RIDI, AP, MM
NIP. 19730422 199311 1 001



